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KATA PENGAI\ITAR

Puji syukur dipersernbahkan kehadirat Allah SWT, karena atas

limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungiawaban

Akhir Tahun Anggaran 2A2A Perangkat Daerah/Badan ini dapat

diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan

Pertanggungiawahan Akhir Tahun Anggaran 2A2A rnerupakan laporan

yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang memuat hasil pen3relenggc.raan urusan

pemerintahan yang menyangkut pertanggungiawaban kinerja yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama I (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Akhir Tahun

2A2A meqiadi dokumen laporan hasil kerjc. setiap perangkat

daerah mengenai capaian kinerja penyelenggarzran urusan pemerintahan

yang menjadi tanggung jawab dan kernrenangannya.

Dernikian Dokumen I"aporan Keterangan Pertanggungiawaban

Akhir Tahun Anggaran 2A2A disusun sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggara€rn pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan

kineda.
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BAB I
PENDATItr'LT'nfi

1.1. Latar Belnkang

I"aporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran Tahun 2A2A disr.lsun sebagai amanat dari
Undang-undang Nomor zg rahun zol4 tentang pemerintahan

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun zalg tentang
I"aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1g Tahun 2azo tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2ALg
tentang La_poran dan Evaluasi Penyelenggaraa.n Pemerintahan
Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LKPJ memuat hasil ,penyelenggaraarr urusan pemerintahan

yang menyangkut pertanggungiawaban kinerja yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahr.m anggaran yang
kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi
perbaikan dalarfi penyelenggaraa.n pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2o2o
Bupati Pesisir selatan berkewqiiban untuk menyampaikan LKPJ
Bupati Pesisir selatan Akhir Tahun Anggaran 2o2o kepada DPRD
Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2OZO

disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 6 Tahun zalg tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2a2o
dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor B Tahun
2O2O tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2A2O. Pelaksanaan kebiiakan tersebut tidak
terlepas dari perencarraan jangka menengah yang tertuang datam
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 201.6

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Kabupaten pesisir seratan Tahun 2016-2021 dan perencanaan
tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat
Nomor L l rahun 2arc tentang Rencana Kega pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2O2O.

LKPJ Bu_pati pesisir selatan ATA zazo tersebut, seraqiutnya
akan dibahas oleh DPRD Kabupaten pesisir seratan. Hasir
pembahasan tersebut diharapkan dapat diteta_pkan menjadi
keputusan DPRD Kabupaten sumatera Barat, yang dijadikan
sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggara€rn
pemerintahan di pemerintah Daerah Kabupaten surnatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) undang-undang Nomor 23
Tahun 2oL4 tentang pemerintahan Daerah, peraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun 2olg tentang Laporan dan Evaruasi
Penyelenggara.an pemerintahan Daerah dan surat Eclaran Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: r2o.o4/69gl/orDA
tanggat 18 Desember 2ozo tentang penyampaian pedoman
PenJrusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LppD)
Tahun 2o2o, maka disusunlah l.a.poran Keterangan
Pertanggun&iawaban (LKPJ) Dinas pendidikan dan Kebudayaan
tahun 2O2O. t

Dengan Laporan keterangan pertanggungiawaban {LK'J)
tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten pesisir selatan selama satu
tahun a.nggaran yang meliputi capaian indikator kinerja utama dan
capaian pelaksanaan progrEun dan kegiatan. selain itu, laporan ini
diharapkan mampu menyajikan peraporan yang akuntaber, terbuka,
transparan dan berrandaskan hukum, sehingga mampu
mewqiudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.



1.2. Dasar Hulmm

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pen]rusunan

LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2O2O

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pemb€rngunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Undaag-Undang Nonnor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah:un 2005 tentang Standar

Akuntansi Pbmerintahan; ,

9. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimat;

ll.Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagran

Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang

Dekonsentrasi dan Tug,as Pembantuan;

1"4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor LB Tahun zal6 tentang perangfuat

Daerah;

1"6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang pengelolaan

Keuangan Daerah;

17. Peratuan Pernerintah Nomor 13 Thhun 2019 tentang La_poran dan
Evaluasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahtrn 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor s2 Tahun zo11 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nonnor 39 Tahun
2oL2 ya$g selanjutrrya diubah lagi dengan peraturan Menteri
Tahun 2016;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun zoLT tentang
Pedor,nan Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan unit
Pelaksana Teknis Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2ol7 tentang
Tata carat Perencanaan, , pengendalian dan Evaluasi
Penrbangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangen peraturan

Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2o2o tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2al9 tentang Laporan dan Evahrasi penyelenggaraarr

Pernerintahan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor g rahun
2010 Tentang Rencana Pernbangunan Jangka panjang Daerah
(RPJPDI Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2OOS-2O28;
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24. Peraturalr Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 ?ahun

2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2OL6-2O2L;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun

2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengetrolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O;

ZT.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun

2A2A tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor L 1 Tahun 2OI9 tentang
Rencana Ker;a Pernerintah Daerah {RKPD} Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2A2O;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2O2A tentang

Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O; dan

1.3. Makud dan Tujuan

Pen5rusunafi Laporan keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ)

Tahun Angg_aran 2a2a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Fesisir selatan mempunyai maksud sebagai bentuk
pertanggungiawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi serta kewenangannya dalam ruengelola sumber daya dan
kemampuan rnanajerial secara efektif dan elisien yang sesuai dengan

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah

Pemerintah I(abupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan

Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan inforraasi kinerja yang terukur kepada pernberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi

instansi pemerintah untuk rneningkatkan kinerja.
7
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BABI trI

TIASIL PEIVTELEMGGARAAII UNUSAIT PEIEERIITTATIAII

DIISAS PENDIDII{AN DAIT KTBUDAYAAN

2"1. Capaian hdlkntor KlnerJa lttana Daerah Kabupaten Peslsir

Selatan

Indikator Kinerja utama Daerah Kabupaten Pesisir selatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir

Selatan yaittr Rata-rata trarna sekolah, Hara-pan lama sekolah, Tingkat

partisipasi masyarakat dalam gotong royong, dan Jurnlah kekayaan

budaya yang dilestarikan dengan capaian yang terdapat pada Tabel 2.1

berikut.
Tabel 2.1

Capaian ladikator KtnerJa Utama Daerah
Kabupatln Pesislr Selatan (IIfiI Bupatt| Tahun 2A2O

-, ilndihtorBincriato I UtEEt, De.t b
1;.::ri,&;fi..: i,i;i:.ii;*ii,.,:l i,;i;#i: l::;,;

Capaian Rata-rata larna
sekolah Kabupaten Pesisir
Selatan tercatat sebesar
8,26 Tahun. Angka
terEebut menunjukkan
bahwa rata-rata lama
sekolah penduduk Pesisir
Selatan usia 25 tahun
keatas mencapai 8,26
Tahun.

1. Rata-rata larna
sekolah

Tahun

f

8,49 8,26

2. Harapan lama
sekolah

Tahun 13,58 13,32 Capaian HaraPan lama
sekotrah Kabtrpaten Pesisir
Selatan tercatat sebesar
13.32 Tahun.

3. Tingkat partisiPasi
masyarakat dalam
crnfntto rtttrnng

Tanpa.
satuan

Tinggi Tinggi Capaian ting[<at PartisiPasi
masyarakat dalam gotong
rovons tercatat Tinegi.

4. Jumlah kekayaan
budaya yang
dilestarikan

Unit 5 5 Capaian junlah kekaYaan
budaya yang dilestarikan
tercatat sebesar 5 Unit.



22. Capafea Indi&ator Kine'Ja Utama Diass Pendldikan dan

Kebudayaan

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas

pendidikan dan Kebudalraan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada

Tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2

Capataa Indlhtor KiaerJa Utama Perangtat Daerah (IKU Eselon IIf
biras Pendidihaa dan Kebudayaan Kabupaten Pesiclr Selatan

iffif,t
I . -- .:: . 1,:.'-. :;:.- i'

IrEG*IlffitlI
,:.t::ai::;t-a:ri:::t'i,r:t:-i.r:::ii,::i:::j

: .i-f-aifi-=-:,,:

;;'::.:::...,:,:::a:::::t:':.::,:,:l:,::.:):: : :a::a::: :):l':.:il':,:':

2 liiit,* a;::,i:titfi**
1. APK PAUD (Jumlah

pesefta didik
PAUD :
Jumlah
penduduk
usia 4-6
tahun) x lOO9o
= (15.929 :

?s.s6e) x
IOOYo =
623Ao/o

Persen 45,65 6234 Capaian APK
PAUD
meningkat
daoat
dimaknai
bahwa
semakin
banyak anak
yang
bersekolah di
PAUD

2. APK SD pumlah
peserta. didik
SD : Junrlah
penduduk
usia 7-12
tahun) x l00o/o
= (71 .077 :

57 .3t71X
lOO7o =
l24.Olo/o

Persen 124,14 l24,Al Capaian APK
SD tercatat
sehesar
L24,Ol,
menurun dari
tahun
sebeiumnya.

3. APK SMP (Jumlah
pq$e-rta didlk
SMP: Jumlah
penduduk
usia 13-15
tahun) x 1OO%
= 127.4W :

30.302) x
lob%o =
LA239olo

Persen 1o4,49 1o2,39 Capaian APK
S_MP te_reatat
sebesar
1"O2,39,
menurun dari
tahun
sebelumnya.



Eli.:.:t'*

trtrjif

::1:'::'i:'::::r:3::i::::i::

iffiffi&* ii 
=ffi+:. :::::f :'::l::i:,:::,iilj,:!l:,ii€

' :!i' :.a: +:a, ntl : tt : : 1.::. :: :: : i ai',.-,.-ffi ,;r:.r:i:ii ::::i.:i r::ri:::t::!:jil-ti:

;li::i::,1.::':':li'::,ili
:r:;:=:li:r..::a;:::.iit;:i€
:,;:,:j...;aj iil:si::in;l

f:ji irir:i:l:i:?::itar
l:', !l.:::::a;;,:.:

4- APM SD (Jumlah
pe$erta didik
SD usia 7-12
tahun :

Jumlah
penduduk
usia 7-12
tahun) x LOO%
= (57.O5O :

s7.317) X
100cz'o =
99,530/o

Persen 99,81 99,53 Capaian APM
SD rneningkat
dapat
dimaknai
bahwa
semakin
banyak peserta
didik SD yang
berusia 7-12
tahun yang
bersekolah di
SD

5. APM SMP (Jumlah
peserta didik
SMP usia 13-
15 : Jumlah
penduduk
usia 13-1.5
tahun) x !.OG%

= (27.O43 :

29.se5) x
lOo7ir =
91,38o/o

&

Persen 90,26 91,38 Capaian APM
SMP
rrleningkat
dapat
dimaknai
bahwa
ssmakin
banyak peserta
didik SMP yang
berusia 13-15
tahun yang
bersekolah di
SMP.

6. Angka Putus
Sekolah

(Jumlah
penduduk
usia tertentu
yang tidak
sekolah :

Jumlah
penduduk
usia sekolah)
x 10O%
= {9 : 86,9t2l'
X 1OO%o =
o.o1%

Persen O,08 o,oI Capaian Angka
putus sekolah
turun dapat
dimaknai
bahwa
semakin
sedikit anak
yang putus
sekolah.

t- Perserrtase sekolah

dengan akreditasi

minirnal B

pumlah
sekolah
berakreditasi
AdanB:
Jurnlah
sekola]
keseluruhan)

Persen 75,OO 7t,o2 Capaian
Persentase
sekolah
dengan
akreditasi
minimal B
sama denean
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2"4. Kebsahn Strategls

rr.brJaq:sttategrs*Drmlf**.danr(ebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun ZOZO

9.5. Pengtargaaa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggar'm zozo
belum mernperotreh penghargaflrl.
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TINDAKLITITJTIT REKOUENDASI DPRD KABTIPATEil PESISIR

SEI"ATAIT
ATAS LARORAIT H TERAIYGAIT PERTANGGUNCI.,AtrIABAN

BUPATI PESISIR SELATAN AI{IIIR TAIIUil AJTGGARAIT 2OL9

Tabel 3"1
Trrdaknaqiut Rekonendasi DPRD Kabulmten peslsir selatan

Atas La,poran Ketenrrgen pertaagungfaurabaa
Akhtr Tahun Anggaran 2Ol9
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BAB IV
CAPAIAI| IIINTBilA PBI"AITSAISAAIS TUGAS PEUSANTUAIS

DAIT PEITUGASAIT

4.I IDENTIFIKASI TUGAS PEMBAITTUAIT IIRUSATY PEMERINTAIIAN
YAITG DITERIMA DARI PEMERIITTAII TINGKAT DIATASITYA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2A2A
tidak melaksanakan ttrgas pembantuan dan penugasan.

4.2 IDENTIFII(ASI TUGAS PEMBANTUAIT URUSAIT PEMERIilTATIAN
YAilG DIBERIKAIT KTPAI'A TIIYGKATAIT PEMERINTAHAIT
DIBAUTAIIITYA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2A2O
tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.
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BAB V

PEilUTIIP

Laporan Keterangan Pertanggungfawaban Bupati Pesisir Selatan
Akhir Tahun Anggaran 2O2O (LKPJ ATA) merupakan bentuk
pertanggungiawaban pelaksanaan pembangunan selama t (satu) tahun
yang dilaksanakan mul,ai dari perencanailn, pelaksanaan, pengendalian
dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan
pembangunan.

Seeara pr'rnsip dapat disimpulkan bahwa penyelenffiar&flfr
pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal
meskipun tedadi bencana non alam Pandemi COVID-l9, merupakan hasil
sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh
elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target

_pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan
permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh
berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang
terantisipasi" Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dieapai dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2O2O
patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi
semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jeiaran Eksekutif
(Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh
elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan
apresiasi yang setinggi-tinggrnya dan terima kasih kepada seluruh
komponen pemanglu kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir
Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif
sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat
berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dieapai, tentu masih
terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme
penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka
selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan
kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan
pembangunan Tahun 2O2A dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan
Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah
seLanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban
Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2O2O, dengan harapan
semoga kinerja pembaagunan daera-h senantiasa dapat lebih baik dan
memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.
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Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat,
hidayah, peilindungan dan petunjuk-We kepada kita semua.

$,IIIIFIIDRI.S.Pd.U:, St
NrP. 19670723 199512 1001

ti

i,. Januari 2AZl
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